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Kita mengetahui
bahwa banyaknya
representasi
perempuan di dalam
legislatif tidak
semata-mata
menghasilkan
kebijakan yang pro-
gender.

Selamat siang semuanya. terima kasih atas kedatangannya.
Meskipun tanpa kehadiran Mbak Gadis Arivia, semoga kita di
sini dapat melakukan diskusi dengan sangat baik. Pertama-
tama terima kasih para pendiri JP yang sudah hadir di sini. Di
samping itu saya juga ucapkan terima kasih khususnya ke-
pada Asisten Deputi Kesehatan KPPA Ibu Ir Dewi Yuni Muliati,
selamat datang lbu, Bapak Jeffrey Winters sebagai Director of
the Equality Development and Globalization Studies Program
Northwestern University, Ibu Jaleswari Pramodhawardani, pe-
neliti dari LIPI dan nanti akan menyusul Meutia Hatta, Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan periode 2004-2009. Saya
juga ucapkan terima kasih kepada Mas Boni yang bersedia
menjadi moderator menggantikan Mbak Gadis. Seperti yang
telah disampaikan, Jurnal Perempuan mengangkat topik yang
sangat aktual yaitu “Perempuan dalam Kabinet”.

Ada kegembiraan JP dengan jumlah perempuan dalam kabi-
net. Maksud dari pendidikan publik kali ini adalah kita men-
diskusikan bagaimana ekspektasi representasi perempuan
dengan kenaikan jumlah yang signifikan. Kita mengetahui
bahwa banyaknya representasi perempuan di dalam legislatif
tidak semata-mata menghasilkan kebijakan yang pro-gender.
Oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada para nara-
sumber yang sudah menyempatkan waktu untuk datang ke
sini. Saya berharap diskusi ini akan melibatkan para hadirin
agar aktif dan partisipatif. Sebelumnya kita mempersilahkan
adanya keynote speech dan dilanjutkan dengan diskusi.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua. Saya ber-
harap diskusi ini akan berjalan lancar. Selamat siang dan sela-
mat sejahtera.



Dewi Yuni Muliati,
Wakil dari MENEG
PPP&A

Sebelum menyampaikan keynote speech saya mohon maaf

Ibu Yohana tidak bisa datang karena menghadiri pertemuan di
London dari tadi malam sehingga saya yang mewakili. Baik,
saya bacakan sambutan dari Menteri Pemberdayaan Perem-
puan dan Perlindungan Anak dalam rangka Pendidikan Publik
tentang status perempuan dalam tata kelola pemerintahan.
Yang terhormat pendiri JP, narasumber, undangan dan berba-
gai pihak. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita se-
mua.

Terima kasih untuk JP sudah menyelenggarakan diskusi ini.

Saya bangga dan bergembira atas eksistensi dan jasa JP dari
tahun 1995 dengan visi memberi pengetahuan tentang hak-

hak perempuan dengan fokus kegiatan penelitian, pendidikan
dan penerbitan. Yayasan Jurnal Perempuan didirikan tidak un-
tuk mencari keuntungan melainkan untuk mencari kesetaraan
perempuan dan sesama umat manusia. Sampai saat ini JP te-



lah meluncurkan berbagai isu; kekerasan, pornografi, poligami, perdagangan anak, politik,
media serta penyandang difabilitas. KPPPA berkewajiban mengawal afirmasi 30 % perwak-
ilan perempuan di dalam legislatif sebagaimana diamanatkan dalam UU No 8 tahun 2012
tentang pemilu, namun hasil pemilu legislatif tahun 2014 ternyata hanya ada 97 kursi atau
17,32% di DPR, di DPD hanya 35 kursi atau 26.51% dan DPRD Provinsi ada sekitar
16,14% dan di DPRD Kabupaten 14%. Hasil keterwakilan perempuan belum mencapai
30%.

Untuk mencapai angka itu kita sangat bergantung pada kekuatan calon dan juga dukun-
gan pemilih pemilu legislatif. KPPPA juga menindaklanjuti keterpilihan perempuan dalam
pemilu legislatif baik di pusat maupun di daerah melalui penguatan kapasitas perempuan
anggota DPR, DPD dan DPRD agar lebih siap menghadapi tantangan tugas-tugas di peri-
ode 2014-2019. Pengalaman di berbagai daerah, mereka sangat membutuhkan pengeta-
huan di parlemen dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Ibu-ibu dan bapak-
bapak sekalian di dalam kabinet kerja ada 38 kementerian di mana delapan di antaranya
dinaungi oleh perempuan.

Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dalam APBN tahun 2005-2025 yang pelaksanaannya
dijabarkan pada RPJM 1, 2 dan sekarang memasuki periode ketiga yang merupakan tin-
dak lanjut dari upaya peningkatan kualitas SDM yang berkesetaraan gender dalam berba-
gai bidang pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan agenda tujuan pembangunan
berkelanjutan paska 2015. Adapun isinya: terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri
dan berkepribadian berlandaskan gotong royong maka dirumuskan dalam sembilan
agenda prioritas yang disebut Nawacita.

KPPPA menjabarkan kembali melalui arah kebijakan dan strategi. Yang kesatu peningka-
tan kualitas hidup dan peran di bidang pembangunan melalui strategi antara lain peningka-
tan komitmen pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan di
bidang pembangunan di tingkat nasional maupun di daerah. Strategi atau kebijakan kedua
yaitu meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindakan kekerasan melalui
strategi harmonisasi aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perlindun-
gan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. Ketiga meningkatkan efektivitas ke-
lembagaan kesetaraan gender dan kelembagaan perempuan di berbagai tindak kekerasan



Pembangunan
perempuan dan anak
bersifat integral
dalam pembangunan
SDM, bukan
pelengkap atau
pendamping, namun
merupakan kunci
pembangunan SDM.

melalui peningkatan kapasitas SDM di kementerian lembaga
maupun di pemerintahan daerah. Yang keempat adalah pengu-
atan sistem perlindungan anak dengan peningkatan perlindun-
gan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran melalui
pencegahan maupun rehabilitasi. Pembangunan perempuan
dan anak bersifat integral dalam pembangunan SDM, bukan
pelengkap atau pendamping, namun merupakan kunci pem-
bangunan SDM. Hal ini terbukti jika kualitas perempuan dan
anak-anak rendah, maka IPM juga rendah. 10 tahun terakhir
IPM Indonesia terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2011
ratingnya 124, sekarang menjadi 108 dari 187 negara.

Di ASEAN, Indonesia masih berada di bawah negara lain
seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand,
Filipina maupun Vietnam. KPPPA mengharapkan semua pihak
agar memiliki komitmen yang tinggi dalam percepatan pem-
bangunan perempuan dan anak dalam pelaksanaan penga-
rusutamaan gender sebagai strategi penyetaraan gender guna
mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang terutama
bidang pembangunan.

Demikian yang dapat disampaikan. Semoga diskusi ini dapat
memberi masukan dalam tata kelola pemerintahan. Selamat
berdiskusi. Tertanda, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise. Demikian sam-
butan yang disampaikan. Wassalamualaikum warrahmatullahi
wabarakatuh.



Puisi Oleh Helga Worotitjan

Menjadi Perempuan

Perempuan adalah manusia.

Manusia yang bila buruk dihina.

Manusia yang bila cantik dicibir.
Manusia yang bila bodoh digjek.
Manusia yang bila pandai dicerca.
Perempuan adalah kemuliaan.

Kecuali bila janda, pelacur,

pekerja domestik bahkan feminis.
Perempuan adalah kehormatan.

Kecuali bila berani memecah kesunyian.
Perempuan adalah kajian abadi.
Kegembiraannya tak menarik diperbincang
kan.

Kesakitannya parameter statistik pekerja

isu perempuan.

Kesuksesannya dinilai dari dosa masa lalu.
Kegagalannya parameter taruhan kekua
tan.

Seluruh hidup kami diukur menurut ukuran
banyak kepentingan.

Dari titik itu. Dari titik kesakitan-kesakitan
itu kami melawan.

Kami perempuan yang melawan.

Jakarta, 4 Desember 2014.
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m - “Laki-laki biasanya berbi-
DISkus' cara dengan narasi besar”

— Nur Iman Subono (Moderator)

NALL DEWAN




Selamat siang ibu-ibu dan sedikit bapak-
bapak. Di depan saya sudah ada tiga pem-
bicara yang sekiranya sudah kita kenal se-
mua. Mbak Dhani kita tahu banyak bicara
tentang dua hal yang mungkin bertolak be-
lakang. Yang satu tentang ketahanan, bi-
cara tentang senjata-senjata. Yang satu
lagi tentang gender. Saya tidak tahu hari ini
akan membicarakan yang mana. Atau
mengkombinasikan keduanya. Kemudian
ada Jeffrey Winters, sahabat saya sejak
lama. Dahulu ia menjadi sahabat orde baru
sampai bukunya jika diterjemahkan men-
jadi “Dosa-dosa Orde Baru”. Beruntung
sekali bisa ada di sini bersama kita. Di se-
belah saya, yang terakhir ada Prof. Dr Meu-
tia Hatta. Saya biasanya bertemu di kam-
pus karena di depan ruangan saya ada ru-
ang uji disertasi. Biasanya saya sering
bertemu di situ.

Tema kita hari ini adalah “Perempuan da-
lam Kabinet”. Hampir sepuluh tahun tera-
khir setelah reformasi kita banyak bi-
carakan tentang representasi perempuan
di parlemen. Kita berharap banyaknya rep-
resentasi perempuan yang secara kuantita-
tif itu melahirkan banyak kebijakan untuk
perempuan. Kita bisa nilai apakah kebija-
kan itu dapat tercapai atau masih banyak
persoalan. Saya akui representasi perem-
puan dalam kabinet hari ini tertinggi di-
bandingkan dengan yang sebelumnya. Ko-

reksi jika saya salah. Ada delapan perem-
puan di dalam kabinet, yang bahkan ketika
diskusi FGD di Jurnal Perempuan saat pe-
luncuran edisi ini, tersebut oleh salah satu
peserta, kita melupakan lbu Iriana. Pada-
hal kita tahu ibu negara memiliki peran
yang besar juga. Kita ingin lihat kiprahnya
ke depan.

Saya melihat laporan dari UN berisi bagan
menarik yang isinya terdapat dua poin ten-
tang perbedaan peran laki-laki dan perem-
puan dalam politik formal. Pertama, perem-
puan lebih kesulitan memasuki politik for-
mal dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini
berkaitan dengan dukungan partai politik,
keluarga, kawan-kawan dan rasa percaya
diri yang minim sekali. Laki-laki dan perem-
puan juga memiliki prioritas yang berbeda
dalam politik formal. Laki-laki biasanya ber-
bicara dengan ‘narasi besar’, seperti politik
luar negeri, kedaulatan nasional, perdagan-
gan dan sebaliknya, perempuan berbicara
mengenai pendidikan anak, kesehatan, se-
suatu yang sangat dekat dengan mereka
sehingga dalam banyak kasus perempuan
di parlemen atau kabinet biasanya dalam
banyak hal lebih bisa bekerja sama jika
isu-isunya dekat dengan diri mereka, se-
hingga mereka tidak berbicara lagi partai-
nya apa. Kembali ke persoalan kabinet ini,
ada delapan perempuan dan tentu dalam
waktu yang singkat ini belum bisa kita tau



perempuan lebih
kesulitan memasuki
politik formal
dibandingkan
dengan laki-laki. Hal
ini berkaitan dengan
dukungan partai
politik, keluarga,
kawan-kawan dan
rasa percaya diri
yang minim sekali.

tentang kinerja mereka. Yang sedang menjadi rising star itu

Ibu Susi karena beliau sudah menenggelamkan kapal. Kita ber-
harap menteri-menteri perempuan ini bisa memberikan terobo-
san dan warna baru dalam kinerjanya.

Beruntung ada tiga orang narasumber bersama kita di sini,

dan saya akan meminta Prof. Dr Meutia Hatta terlebih dahulu
karena beliau pernah ada di dalam, pernah memimpin salah
satu partai politik. Saya kira tidak mudah memimpin partai. Be-
liau datang dari kalangan akademisi. Mungkin nanti disusul
oleh Jeffrey dan mbak Dhani. Ibu Meutia saya persilahkan.
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Prof. Dr. Meutia Farida Hatta Swasono

(Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Periode 2004-2009)

Terima kasih para moderator, panelis,
hadirin yang saya muliakan. Saya di sini
atas permintaan Ibu Gadis Arivia. Saya di-
minta berbicara di sini karena pernah
berada di kabinet. Untuk mewawancarai
ibu-ibu atau perempuan baru di kabinet
tentu masih sangat awal dan mereka juga
masih baru bekerja, jadi yang sudah sele-
sai saja, termasuk saya.

Ibu Gadis meminta saya sampaikan
apakah peranan perempuan di dalam kabi-

net punya arti tertentu? Apakah tidak ada

perbedaan jika menterinya laki-laki? Tentu
bukan menteri pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, tetapi menteri-
menteri yang lain seperti menteri kese-
hatan.

Saya kira perbekalan pertama yang dimiliki
perempuan itu adalah kepekaan untuk meli-
hat sesuatu. Artinya jika dikatakan perem-
puan menderita, perempuan mendapat
kekerasan, dianggap perlu adanya
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undang-undang yang melawan kekerasan
terhadap perempuan (KDRT). Bagi para
perempuan hal ini dirasakan sangat pent-
ing. Bagi menteri perempuan, hal itu harus
dirasakan, harus diperjuangkan, dan pelak-
sanaannya harus menyeluruh di tanah air,
karena perempuan yang mengalami
kekerasan tidak hanya di kelas bawah,
tetapi di kelas atas juga, di semua lapisan
sosial, di semua daerah, di semua suku
bangsa ada. Apalagi jika di suku bangsa

itu ada suatu komunitas yang memiliki ke-
budayaan yang didominasi oleh budaya pa-
triarki. Disitulah kekerasan terhadap perem-
puan sangat penting untuk diatasi. Disini-
lah peranan dari perempuan. Harus ada
yang menjadi trigger. Bukan hanya menteri-
nya, tetapi juga pimpinan-pimpinan organ-
isasi perempuan itu juga harus beker-
jasama sebagai satu-kesatuan, melihat ini
sebagai tantangan yang harus diatasi, disa-
dari bersama. Misalnya dalam hal perem-
puan janda.

Saya pernah didatangi sejumlah ibu-ibu
janda dalam kaitan dengan peningkatan
produktivitas perempuan. Mereka perlu dib-
erdayakan. Pada saat itu yang mengantar
laki-laki. Sebetulnya ibu-ibu janda ini beru-
sia empat puluh tahun ke atas. Laki-laki itu
menceritakan tentang janda ini seolah-olah
mereka haus kasih sayang laki-laki. Saya
sangat jengkel. Kemudian saya menceri-

takan bahwa mertua saya dulu umur 31 ta-
hun menjadi janda. Bagaimana ia berjuang
untuk membesarkan anak-anaknya sampai
semuanya menjadi sarjana dengan segala
kesusahan. Tapi satu-persatu ibu-ibu itu
juga mengatakan bahwa hal tersebut juga
dialaminya. Jadi si bapak yang mengantar
ini baru sadar bahwa janda itu tidak boleh
dilihat dengan olok-olok dan dimaknai se-
cara miring. Kita harus terus-menerus me-
lawan pola pikir yang tidak sesuai terha-
dap orang-orang yang sebetulnya perlu di-
hormati, dihargai, dan ditolong. Inilah pola
pikir yang harus kita luruskan.

Kemudian juga banyak perempuan yang
memberikan ASI eksklusif pada bayi di
tempat kerjanya. Hal ini dikarenakan ada
gairah dalam program peningkatan ASI
ekslusif selama enam bulan. Kalau pimpi-
nan perempuan pasti sangat memahami,
tetapi di tempat-tempat kerja yang pimpi-
nannya didominasi laki-laki, hal ini menjadi
masalah. Oleh karena itu kami melakukan
kerjasama dengan berbagai kementerian,
yaitu menteri tenaga kerja, menteri pember-
dayaan perempuan, dan menteri kese-
hatan. Kami bertiga membuat kesepakatan
bersama untuk membuat ruangan agar
para ibu bisa memberikan ASI-nya di sana.
Juga di tempat-tempat umum supaya ada
privasi untuk menyusui bayinya. Kemudian
kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan
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Apa kita sudah
memberikan tempat
yang aman bagi
kaum perempuan
dari yang lanjut usia
sampai yang muda-
muda?

perempuan untuk membangun, yaitu pembangunan daerah
dan pembangunan desa. Seringkali kepentingan perempuan
tidak diutamakan, seperti kebutuhan akan sumur dan air ber-
sih. Hal ini selalu menjadi pemikiran ketiga, keempat, bahkan
kelima. Kepentingan laki-laki yang selalu didahulukan.

Kemudian rasa aman. Apa kita sudah memberikan tempat
yang aman bagi kaum perempuan dari yang lanjut usia sam-
pai yang muda-muda? Di kota kita, kota Jakarta, saya pernah
bertanya pada seorang perempuan sendirian yang terpaksa
harus naik bis jam 22.30 dan turun di tempat yang agak gelap.
Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi lagi. Barangkali anda
sekalian yang sekarang masih aktif di organisasi perempuan
bisa mengingatkan pada Pak Gubernur DKI yang baru, mum-
pung dia sedang menata DKI agar hal tersebut tidak luput dari
perhatian. Mengenai perumusan kebijakan, pengalaman saya
mengenai UU Trafficking, UU No.21 tahun 2007, ada juga
yang mengenai pornografi, kementerian pemberdayaan perem-
puan hampir tidak dilibatkan. Saya mengadu pada men-
kokesra. Pada kasus trafficking dan pornografi justru korban-
nya perempuan dan anak-anak, lalu kenapa kementerian pem-
berdayaan perempuan tidak dilibatkan sebagai menteri yang
ikut menangani dan membuat UU tersebut? Akhirnya setelah
saya menulis pada presiden, lembaga saya ikut mempersiap-
kan dan menyelesaikan UU tentang pornografi serta UU ten-
tang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Dari pengalaman saya, perempuan harus paham dan tahan uiji
menghadapi kaum laki-laki yang tidak rela ketika perempuan
mendapat kesempatan 30% partisipasi di dalam politik.
Waktu mengesahkan hal tersebut dalam parlemen sampai jam
3 malam. ltu sengaja supaya ibu-ibunya ngantuk dan pulang,
lalu mereka yang memutuskan. Tapi armada saya dari ke-
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menterian itu tahan uiji, biar ngantuk biar
apa tetap disana. Akhirnya tidak berhasil
keinginan mereka untuk menggagalkan itu.
Ini satu hal yang juga kami syukuri. Dan
saya kira isu tentang perempuan adalah
cross-cutting issues. Kita sudah tahu se-
mua. Dan sekarang bagaimana implemen-
tasi isu perempuan di kementerian lain? Be-
berapa kementerian saya kunjungi, saya
buat paparan kenapa perempuan perlu dib-
erdayakan di kementerian masing-masing.
Dari situ memang kita harus menguasai
apa bidang-bidang yang tepat ditangani ke-
menterian itu berkaitan dengan perem-
puan. Saya juga kerjasama dengan bape-
nas dan menteri keuangan supaya mereka
ikut mengawasi program-program yang di-
laporkan ataupun diberi dana bappenas su-
paya betul-betul ada program dari setiap
kementerian mengenai pemberdayaan per-
empuan.

Jadi saya kira sementara itu yang dapat
saya sampaikan. Saya kira dengan begini
menteri-menteri yang lain juga harus pa-
ham. Saya kira mereka sudah cukup pa-
ham dalam pengalaman 5 tahun beker-
jasama. ltulah gunanya perempuan masuk
dalam parlemen, memahami perempuan di
tengah menteri-menteri yang kebanyakan
laki-laki. Jadi saya bersyukur ada delapan
menteri perempuan yang tadinya hanya
empat pada zaman saya. Saya kira lbu

Susi itu benar-benar bintang lapangan.
Tetapi beliau juga harus diarahkan, jangan
sampai nanti diperdaya.

Sejak saya jadi menteri saya selalu ingin
bertemu dengan Ibu Susi, tetapi say-
angnya tidak pernah ketemu. Setiap kali
sudah mau ada pertemuan gagal karena
kesibukan. Tetapi akhirnya ketemu sesu-
dah saya selesai menjadi menteri. Saya
melihat bahwa beliau dengan kapasitasnya
harus dibantu dan didukung oleh kita se-
mua kaum perempuan supaya dia bisa ja-
lan lebih baik. Sekarang seolah-olah Ibu
Susi masih mencari-cari, tetapi bagaimana
juga dia melakukan sesuatu yang memang
dua menteri kelautan laki-laki sebelumnya
tidak pernah melakukan itu. Saya kira kita
juga harus mendorong Ibu Susi apa yang
harus dilakukan untuk perempuan dalam
konteks kelautan. Apa yang bisa dilakukan
oleh kaum perempuan tidak hanya isu ne-
layan? Seperti beliau sendiri pengusaha
tetapi bergerak di bidang perikanan. Dari
saya sementara itu saja. Terima kasih.

CATATAN MODERATOR:

Terima kasih Ibu Meutia. Kalau kita dengar
tadi seperti laporan. Seperti pandangan
mata, karena beliau melihat dari dalam.
Tampaknya ada beberapa isu yang mung-
kin kita pertimbangkan bersama kemente-
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rian yang baru. Saya mau lanjut sedikit
saja mengenai kepekaan. Biasanya di da-
lam teori-teori gender, orang selalu bilang
apa yang disebut sebagai ethisc of care.
Selama ini kita lebih akrab dengan etika
keutamaan yang sifatnya narasi besar. Ser-
ing kali kita lupa ethics of care ini adalah
solidaritas. Banyak penjelasan kenapa
perkara ini muncul ketika ada orang yang
mengatakan bahwa sedikit banyak ini
berkaitan dengan proses sosialisasi perem-
puan di dalam keluarga. Yang dalam ban-
yak kasus, di kota-kota besar juga, secara
umum ada kegiatan yang harus care pada
adiknya, mengalah. Dan ketika berada di
dunia publik kepekaan itu masih terasa.

Ini salah satu penjelasan saja.

Tadi juga menarik soal janda, soal
kekerasan, sedikit banyak kita bicara ten-
tang stereotip, ada konotasi negatif terha-
dap janda. Tadi Bu Meutia sudah mengin-
gatkan. Kemudian sarana-sarana yang ti-
dak ramah terhadap perempuan. Pengala-
man saya pernah di pengungsian tidak
ada kamar mandi perempuan. Terobosan
dari Bu Meutia, kerjasama dengan menteri
ketenagakerjaan, menteri kesehatan dalam
pemberdayaan perempuan. Kemudian
mengenai pembangunan daerah dan lokal,
saya kira teman-teman jurnalis, teman-
teman peneliti yang banyak di daerah ma-
sih sering ditemukan seperti ini. Karena me-

mang pembangunan tidak pernah tabula
rasa, tidak pernah netral gender, tidak per-
nah dirancang sejak awalnya ada perspek-
tif itu.

Kemudian pengalaman-pengalaman Bu
Meutia sangat menarik, insight story. Jadi
memang hal ini tidak hanya terjadi di Indo-
nesia, saya baca juga para perempuan par-
lemen di Thailand dalam pengambilan ke-
putusan lebih banyak dilakukan di malam
hari. Tujuannya supaya perempuan-
perempuan itu tidak datang dan keputusan
bisa diambil. Dan dalam rapat itu biasanya
mereka sampai ngantuk-ngantuk. Di sini
juga begitu, sering kali supaya perempuan
tidak betah. Mereka berpandangan ibu-ibu
ini kok tidak tahu diri, keluarganya di ru-
mah menunggu. Padahal itu kondisi yang
diciptakan. Jadi bagaimana kita melawan
dengan cara yang sama, yaitu dengan
berbagai strategi. Kemudian kuota 30%,
ya walaupun masih ada yang belum puas,
tapi saya harus akui ini terobosan. Dan me-
mang banyak yang tidak rela. Padahal ini
affirmative action yang sangat banyak
bantu, karena berbagai penelitian memper-
lihatkan kuota 30% ini banyak memberi-
kan tempat dan kemajuan bagi perempuan
untuk ada di ranah politik formal. Oke saya
lanjutkan sekarang dari Mas Jeffrey Win-
ters. Monggo mas.
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Prof. Jeffrey A. Winters

(Director of the Equality Development and Globalization Studies Program, North-

western University, USA)

Terima kasih atas kesempatan ini. Terima
kasih kepada Jurnal Perempuan atas un-
dangannya untuk hari ini. Saya kira ini ke-
sempatan yang sangat istimewa. saya san-
gat berterima kasih. Sebelum saya mulai,
saya mau menyebut bahwa secara resmi
saya menjadi Sahabat Jurnal Perempuan
dan saya senang. Kebetulan saya juga
memiliki sebuah yayasan yang khusus
mengangkat dan mengirim orang Indone-
sia untuk menjadi Ph.D. Dalam hal ini Jur-
nal Perempuan membantu sekali, karena

kami tidak puas dengan jumlah perem-

puan yang dikirim ke sana yang awalnya
25% sampai 30%, tetapi harus menjadi
50%. Sebenarnya target itu tidak gampang
karena ternyata tahun lalu ada 630 orang
yang melamar untuk scholarship kita ke
Amerika namun hanya terisi tiga kursi saja.
Ternyata perempuan sudah menyeleksi diri
sebelumnya. Mereka sudah membatalkan
dirinya sebelum juri punya kesempatan un-
tuk mengambil keputusan. Harus ada
strategi khusus untuk meningkatkan jum-
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lah perempuan yang ikut apply karena
saya yakin mereka mampu, hanya keyaki-
nan di diri mereka sendiri yang menjadi
masalah.

Kita berterima kasih karena Jurnal Perem-
puan sangat membantu dalam hal ini.
Mereka sebarkan info tentang pendidikan
ini di networknya dan kita harapkan tahun
ini dari empat atau lima orang yang akan
dikirim alangkah baiknya kalau semuanya
perempuan, lelakinya bisa menunggu nanti
saja.

Satu hal lagi mengenai kuota dan jumlah
sebelum saya berbicara tentang kabinet
dan dampaknya. Saya sebenarnya melihat
perjuangan perempuan tidak hanya dari
sudut kesetaraan antara laki-laki dan per-
empuan, tapi lebih dari itu. Mungkin ini si-
kap yang lebih radikal. Saya rasa bumi ini
dan manusia tidak bisa diselamatkan kalau
posisi perempuan tidak naik secara dras-
tis. Artinya kita hidup di dalam bumi yang
penuh dengan kekerasan, yang penuh den-
gan ketidaksetaraan, yang penuh dengan
perang. Saya yakin manusia dan bumi ini
tidak akan selamat kalau perwakilan dari
perempuan tidak mencapai 75%, bukan
50%. Jadi perjuangan untuk meningkatkan
posisi perempuan di dalam semua bidang
itu sebenarnya to save the planet. Laki-laki

sebenarnya sudah membawa kita ke da-
lam keadaan yang seperti ini.

Misalnya, 1% dari semua penduduk di se-
luruh dunia ini memiliki 45% dari semua
kekayaan yang ada di duni. Menurut saya
ini adalah hasil langsung dari laki-laki.

Saya yakin kalau perempuan yang domi-
nan tidak akan terjadi seperti ini. Perjuan-
gan ini ada di tingkat dunia, tetapi ada juga
di tingkat di Indonesia sendiri. Komentar
yang tertulis dari saya adalah mengenai
situasi di Indonesia secara spesifik. Dela-
pan perempuan di dalam kabinet harus dili-
hat sebagai hal positif dalam konteks yang
cukup negatif. Dapat perwakilan hanya
kira-kira 25% kok menjadi alasan untuk
gembira? Itu berarti bahwa kesetaraan per-
empuan masih berjalan dalam perjuangan
yang cukup jauh dan panjang. Tetapi da-
lam setiap perjuangan, setiap kemajuan ha-
rus tercatat, harus diakui, dan diterima den-
gan baik.

Dari sudut optimis dan positif, jumlah per-
empuan di dalam kabinet Jokowi mencer-
minkan bahwa presiden baru punya kesa-
daran bahwa memang ini adalah isu yang
real dan penting. Kalau untuk wakil presi-
den ya boleh dipertanyakan, apakah punya
perspektif yang sama? Paling tidak Jokowi
sadar. Yang jelas diantara semua faktor
dan kepentingan dalam proses pembentu-

17



Memang seperempat
kursi dalam kabinet
masih cukup
mengecewakan. Tapi
saya sendiri agak
bahagia melihat
prestasi ini dalam
sektor pemerintah.
Karena dibandingkan
dengan bidang dan
sektor lain masih

kan kabinet, salah satu yang menonjol untuk Jokowi adalah
perwakilan empat perempuan sampai menjadi delapan. Lalu
apa dampaknya? Pertama, ada dampak simbolis. Kadang-
kadang simbolis-nya bisa disamakan bisa disamakan dengan
hal yang superficial, tindakan yang tidak ada substansinya.
Tetapi dalam kasus ini yaitu komposisi kabinet seorang presi-
den, simbolisme menjadi jauh lebih penting karena keputusan
presiden dalam hal ini merupakan sinyal kepada seluruh pe-
merintah dan masyatakat bahwa perwakilan dari kaum perem-
puan perlu ditingkatkan. Dari gadis-gadis kecil misalnya di
sekolah dasar dan menengah yang sekarang punya alasan un-
tuk membicarakan perkembangan ini, atau misalnya lewat gu-
runya yang perempuan, mengangkat isu Jurnal Perempuan di
dalam kabinet sebagai fokus diskusi anak-anak, termasuk
juga lelakinya yang ada di kelas. Ini penting. Sampai di kantor-
kantor pemerintahan, dimana perempuan masih berjuang un-
tuk mentransformasikan komposisi gender dalam setiap ke-
menterian atau badan pemerintah.

Sinyal telah diterima, bahwa ini agenda yang penting, perlu di-
angkat, perlu didiskusikan dan perlu diperbaiki secepatnya.
Dengan singkat kata ada potensi dan efek dari keputusan
Jokowi. Ada angin dan momentum baru untuk perempuan
dan ini perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tentunya
dengan keputusan pengangkatan kedelapan perempuan men-
jadi menteri tidak seluruhnya positif. Secara objektif harus dia-
kui bahwa jumlah ini masih jauh dari 50%. Wajar bertanya, ha-
rus menunggu berapa lama sehingga kesetaraan perwakilan
di pemerintahan bisa tercapai? Perempuan dan juga lelaki
yang juga join dalam perjuangannya boleh frustasi dan ke-
cewa dengan slow rates of changes yang kita lihat. Memang
seperempat kursi dalam kabinet masih cukup mengecewakan.
Tapi saya sendiri agak bahagia melihat prestasi ini dalam sek-
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tor pemerintah. Karena dibandingkan den-
gan bidang dan sektor lain masih lumayan.
Bahkan pemerintahan sering merupakan
sektor yang paling cepat mengalami trans-
formasi, justru karena government punya
legitimasi berdasarkan konsep perwakilan.
Dan juga kerena pemerintahan biasanya
punya status non-private sector dan non-
agama.

Kalau kita mau benar-benar sedih atau
frustasi, mari kita membandingkan perkem-
bangan posisi perempuan di bidang bisnis
private sector dan di bidang keagamaan.
Kalau dilihat dari sudut control of capital,
yaitu money power, kekuasaan keuangan
atau kekuasaan oligarkis, perempuan ada
di dalam 1% dari semua billionaire yang
ada di dunia. Mayoritas perempuan yang
menjadi billionaire dapat uangnya dari
ayah atau suami yang diwariskan. Untuk
kelompok yang disebut sebagai centibil-
lionaire, atau orang yang punya harta se-
banyak 100 juta dollar keatas, bagian dari
mereka yang perempuan masih belum
mencapai 3% di seluruh dunia. Apa sebab-
nya? Ini efek panjang dari sistem pasar
dunia, sistim bisnis, dan struktur kekeluar-
gaan yang mengutamakan posisi lelaki
dan struktur kekeluargaan yang menguta-
makan posisi lelaki dan networking di
antara mereka. Perempuan tidak dilarang
masuk ke dalam wilayah tersebut, tetapi

obstacle, tantangan, dan halangannya ma-
sih tinggi. Kedua sektor penting ini masih
didominasi olen kaum laki-laki. Di dunia
bisnis misalnya, kita sering lihat bahwa
jumlah perempuan yang menduduki posisi
paling tinggi di perusahaan masih sedikit,
termasuk posisi CEO. Kalau dilihat dari
sudut control of capital, yaitu money
power, kekuasaan keuangan atau kekua-
saan oligarkis, perempuan ada di dalam
1% dari semua billionaire yang ada di
dunia. Mayoritas perempuan yang menjadi
billionaire dapat uangnya dari ayah atau
suami yang diwariskan. Untuk kelompok
yang disebut sebagai centibillionaire, atau
orang yang punya harta sebanyak 100 juta
dollar keatas, bagian dari mereka yang per-
empuan masih belum mencapai 3% di se-
luruh dunia. Apa sebabnya? Ini efek pan-
jang dari sistem pasar dunia, sistem bisnis,
dan struktur kekeluargaan yang menguta-
makan posisi lelaki dan networking di
antara mereka. Perempuan tidak dilarang
masuk ke dalam wilayah tersebut, tetapi
obstacle, tantangan, dan halangannya ma-
sih tinggi. Mulai dari akumulasi modal dan
mendapatkan posisi strategis di sektor
bisnis. Jadi dengan kata lain, bidang bisnis
tidak lain dari bidang dimana modal seba-
gai our resources, sumber daya kekua-
saan, itu hampir seluruhnya ditangan le-
laki. Itu berarti bahwa perjuangan di bisnis
sektor atau private sector dibandingkan
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Dominasi lelaki di
wilayah agama
hampir sempurna.
Dan bidang ini
adalah salah satu
yang membawa
dampak yang sangat
luas di masyarakat.

dengan perjuangan di sektor pemerintahan masih beda jauh.
Jadi, kenapa harus gembira bahwa sudah bisa diwakili di sek-
tor pemerintahan. Jangan terlalu frustasi atau kecewa karena
dibandingkan dengan sektor lain yang juga sangat penting per-
juangannya masih berjalan.

Bidang terakhir yang saya mau sebutkan yaitu struktur,
sistem, dan institusi agama. ltu merupakan bidang yang pal-
ing memblokir posisi dan status perempuan. Dominasi lelaki
di wilayah agama hampir sempurna. Dan bidang ini adalah sa-
lah satu yang membawa dampak yang sangat luas di
masyarakat. Tetapi juga yang paling sulit untuk direformasikan
karena basis legitimasinya bukan perwakilan seperti di pemer-
intahan, dan bukan competitiveness seperti di free market,
tetapi dari buku suci. Yang semua muncul waktu lelaki sangat
dominan dan belum ada perjuangan kesetaraan antara lelaki
dan perempuan. Dan juga basis legitimasinya ada di wilayah
spiritual yang kebetulan juga didominasi oleh simbolisme jenis
lelaki, baik sebagai Tuhan atau Nabi. Jadi, perjuangan di
bidang ini justru lebih sulit daripada dunia bisnis. Hasil perjuan-
gan untuk kesetaraan gender di infrastruktur keagamaan ham-
pir tidak ada. Kita akan gembira sekali kalau misalnya seper-
empat dari semua pendeta, kiai, romo, calderon, dan paus
menjadi perempuan. Seperempat saja itu menjadi luar biasa.
Memang sudah mulai beberapa organisasi misalnya gereja
protestan dan sebagian dari kelompok yahudi, tetapi masih
sangat sedikit sekali.

Kenapa ini penting dan kenapa situasi di dunia bisnis dan
agama penting dalam rangka diskusi kabinet dan perwakilan
perempuan? Justru karena kedua merupakan konteks pemer-
intahan dan masyarakat. Muncul dan kelihatan dengan cara
apa, pertama lihat saja organisasi seperti AKPINDO. Ini suara

20



bisnis, ini suara lobbying dari dunia bisnis
dan ini hampir 100% lelaki. ltu berarti
bahwa dunia bisnis yang didominasi se-
cara bisnisnya sendiri dan organisasi
bisnis yang memperjuangkan situasi bisnis
tersebut, dan yang dengar, instansi pemer-
intah yaitu presiden, DPR, komisi. Suara
bisnis adalah suara lelaki. Hampir semua,
hampir 100%.
rus diperjuangkan. Mereka punya akses

Dan peran perempuan ha-

penting langsung ke pemerintah. Bahkan
didengar oleh kabinet dan presiden. Masa-
lahnya suara perempuan hampir tidak
didengar di dalam diskusi dan domain ter-
sebut. Peranan agama lebih besar lagi di
masyarakat dan pemerintahan. Di banyak
negara termasuk Indonesia kalau kelom-
pok atau wakil dari agama bicara dan
didengar, itu juga 100% suara lelaki, pan-
dangan lelaki, dan interpretasi lelaki. Jadi,
kembali ke delapan perempuan di dalam
kabinet. Sungguh ini menjadi kesempatan
untuk gembira, untuk mencatat kemajuan-
nya, dan untuk meningkatkan perjuangan-
nya dan momentum justru karena di sektor
penting selain pemerintahan, situasinya
jauh lebih memprihatinkan dan kurang opti-
mal. Terima kasih.

CATATAN MODERATOR:

Terima kasih Jeffrey, sangat sistematis,
struktur, dan masif apa yang diungkapkan

Jeffrey. Saya kenal beliau sudah lama di
FISIP Ul karena beliau sudah membantu
banyak penelitian. Tetapi saya belum men-
dengar yang seperti ini. Jadi, saya sangat
berterima kasih sekali. Saya kira Jeffrey cu-
kup mengingatkan kita dan itu menjadi
penting. Ada sisi optimis dengan latar be-
lakang perempuan yang ada di dalam kabi-
net. Juga harus hati-hati karena sebagian
besar ini kita belum tahu sejauh mana.
Tetapi saya ingin mengungkapkan ada dua
konsep yang cukup hadir yang saya kira
penting untuk kita. Yang pertama, apa
yang kita kenal sebagai proxy woman, dan
ini banyak terjadi di negara-negara Asia Se-
latan. Jadi, kalangan perempuan yang di-
paksa oleh keluarga besar yang patriarkal
untuk maju dalam jabatan-jabatan publik
tetapi power tidak pernah menjadi milik
mereka. Tetap kekuasaan pada keluarga,
dan keluarga disini artinya laki-laki yang
dominasi. Ada satu konsep lagi dan juga
terjadi di Asia Selatan, dan tampaknya
teman-teman penelitian di Sosiologi Ul me-
nemukan apa yang mereka kenal sebagai
oligarki gender. Kita selalu cukup gembira
ketika banyak berbagai program di pemer-
intahan, pusat, daerah, atau provinsi yang
berkaitan dengan gender. Tetapi kemudian
kita kurang memeriksa karena ini berkaitan
kemudian dikuasai oleh kalangan oligarki.
Dan saya kira kasus Banten itu representa-
tif dan cukup menarik buat kita. Hampir se-
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luruh dana-dana dari APBD pemerintah
BUMN berkaitan dengan pemberdayaan
perempuan hanya dikuasai oleh oligarki.
Ini juga warning bagi kita sehingga penting
juga untuk melihat prosesnya setelah
orang-orang itu telah ada disana. Tapi
menariknya dari Jeffrey adalah memband-
ingkan dengan institusi yang lain, private
dan agama. Dan saya kira tadi cukup
menarik karena saya ingat presentasi Jef-
frey ini kalau gak salah judulnya Power In
Motion, itu menjadi buku wajib di departe-
men politik, walaupun kita agak kecewa
terjemahannya jelek sekali. Dan saya re-
komendasikan untuk baca buku aslinya.
Ternyata Jeffrey lebih jauh lagi, bahkan da-
lam dunia pasar suara laki-laki lebih men-
dominasi. Sisi yang lain dalam dunia
agama, sedikit banyak persoalan yang
sama. Kalau tiga segitiga ini memang
dikuasai laki-laki, kekhawatiran Jeffrey
juga dimengerti, 30% tidak cukup, harus
75% agar dunia ini selamat. Karena logika
mereka biasanya memang conquer atau
menaklukkan. Dunia mereka selalu kalah-
menang. Ini dunia yang sangat representa-
tif dari machoisme dalam melihat proses
politik dan sosialnya yang seperti itu. Baik
kita akan masuk ke dalam sesi berikutnya
dari Mbak Dhani. Silahkan Mbak Dhani.
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Jaleswari Pramodhawardani

(Peneliti LIPI)

erima kasih mas Boni. Selamat sore

teman-teman semuanya. Sejak Jumat
saya berpindah-pindah dari satu forum
yang menurut saya sangat berguna buat
saya untuk bicara pada hari ini. Forum
yang pertama adalah saya diminta untuk
membedah buku judulnya adalah ‘Tiong-
hoa dalam Sejarah Kemiliteran’. Kemudian
yang kedua kemarin saya harus bicara ten-
tang keamanan nasional. Dan hari ini saya
diminta untuk berbicara mengenai perem-
puan di dalam kabinet. Ada tiga hal yang

seakan-akan merupakan tema yang terpi-
sah. Tetapi ada hal yang bisa mengaitkan
antara ketiganya. Ketika bicara tentang mil-
iter dan Tionghoa, saya diberikan sema-
cam pembacaan bahwa diskriminasi itu
ada dimana-mana. Apakah itu terhadap
perempuan, Tionghoa, keyakinan tertentu
seperti Anmadiyah dan sebagainya. Arti-
nya terlepas dari tema-tema besar itu kita
bicara soal Indonesia dalam konteks yang
lebih besar. Belum lagi kita bicara soal kea-
manan nasional. Kita kemudian kemarin
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diajak bicara tentang bagaimana 32 tahun
itu, hegemoni militerisme terhadap kesada-
ran sipil, itu demikian mencengkeram kita
bukan hanya di aktor-aktor keamanannya
tetapi juga di sipilnya. Bagaimana simbol-
simbol militer itu masih tetap hadir, mis-
alnya di parlemen, misalnya di komisaris-
komisaris BUMN. Dia mewujud dalam
berbagai wajah dan tanpa kita sadari sebe-
tulnya itu juga merasuk pada kita. Kultur
militeristik itu, simbol-simbol kekerasan itu
merasuk ke dalam kita. Sehingga dalam
pembicaraan kemarin, kita ini bukan hanya
perlu perubahan struktur, mengubah kebija-
kan, mengubah organisasi, mengubah
kewenangan, mengubah tanggung jawab,
tugas dan lain-lain, tapi perubahan kultur.
Perubahan kultur itu apa? Salah satu un-
tuk mengubah kultur, memang harus ada
perubahan struktur. Selain itu saya pikir
ketika hari ini kita dihadapkan oleh tabir
pembicaraan soal perempuan, tidak cukup
lagi perubahan sturktur, kultur, tapi advo-
kasi, rasionalisasi di konsep yang kita
jalankan, saya pikir selama 16 tahun ini

kita sudah membicarakan banyak hal. Dari
mulai bagaimana kita mengadvokasi di
DPR?

Saya yakin bahwa sebetulnya kalau kita bi-
cara perempuan itu harus wajib berpolitik.
Berpolitik ini jangan dipandang atau di-
baca sebagai politik dalam artian formal

yang mewujud dalam lembaga-lembaga
pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan
yudikatif saja, tetapi berpolitik artinya sebe-
tulnya ini menohok saya juga. Kalangan
akademisi ini kalau sudah bikin naskah
akademik, selesai, dikasih ke DPR, sudah
selesai begitu saja. Tetapi harusnya ada
kerja-kerja lebih keras lagi bahwa bagai-
mana ini negosiasi, bagaimana ini diplo-
masi, bagaimana ini keterampilan, itu bu-
kan hanya ditingkat kita-kita yang akade-
misi, praktisi, atau kawan-kawan semua,
tapi di level ibu-ibu PKK pun juga ter-
masuk. Saya membayangkan kalau kita bi-
cara soal mengubah struktur, kultur, itu me-
mang mau tidak mau seperti itu. Sehingga
apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di
Koalisi Perempuan Indonesia, KPI itu, itu
kan mereka sejak dahulu bekerja bagai-
mana mengadvokasi, bagaimana meng-
gerakkan, bagaimana melahirkan gagasan,
sehingga memang kita tahu bahwa
gerakan perempuan itu tidak tunggal, dia
mewujud dalam banyak tema, banyak isu,
dengan multi level, level paling bawah, me-
nengah, atas. Mungkin penting juga meli-
hat kerja-kerja intersektor ini juga dilaku-
kan. Koordinasi itu kan bukan hanya di per-
empuan saja. Hampir di negara kita ini ber-
bicara soal koordinasi. Itu kita paling le-
mah. Koordinasi itu bagian yang selalu kita
katakan bahkan seakan-akan jadi mantra,
karena ketika kita bicara soal ‘kita lemah
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dalam koordinasi’ itu sepertinya itu selesai,
justru itu seakan-akan menyembunyikan
persoalan. Misalnya, oke koordinasi
seperti apa sih yang harus kita lakukan?
Bentuknya seperti apa? Melibatkan apa?
Dan sebagainya. ltu juga jawaban-jawaban
yang sebetulnya seperti mengunci
persoalan-persoalan yang kita hadapi.

Kemarin saya mendapatkan SMS dari
kawan-kawan di Papua, dari Ibu Frederika,
salah satu yang selama ini selalu mencoba
berhubungan untuk membicarakan ten-
tang nasib perempuan Papua. Bahwa ada
lagi penembakan, ada lagi gejolak, ada lagi
Papua berdarah. Sembilan orang sipil di-
sana, ada perempuan dan anak-anak, men-
jadi korban tepat sehari sebelum hari

HAM. Ironis. Kemudian kita juga menden-
gar bagaimana perempuan dan anak-anak
Ahmadiyah serta pemeluk keyakinan lain-
nya seperti Sunda Wiwitan, Kaharingan,
juga diperlakukan diskriminatif oleh ne-
gara, maupun sesama warga negara. Ka-
lau saya bertanya, kita ini lebih baik di ba-
wah rezim militer atau di rezim agama?
Saya sampai menjawab akhirnya lebih baik
rezim militer. Lawannya jelas, kalau agama
kan tidak jelas. Dia mewujud di tetangga
kita, disebelah kita yang tiba-tiba mengha-
lalkan darah kita, tiba-tiba ketika melihat
sesuatu yang berbeda dengan mereka,
ada stigmatisasi. Dalam konteks ini, perem-

puan hidup dalam ruang yang seperti itu.
Ketika 32 tahun rezim militer ini belum sele-
sai dengan pengaruhnya, unsur kekerasan
juga belum menguap dari negara kita.

Komnas perempuan memiliki data
mengenai perda diskriminatif di Indonesia
dari mulai 2010 sampai tahun terakhir
terus meningkat, terus bertambah. Artinya,
disatu sisi kita memiliki kesadaran bahwa
ada data-data perda diskriminatif terhadap
perempuan, tetapi kenyataannya tiap ta-
hun justru meningkat. Yang kedua, kita
juga melihat di sana ada data kekerasan
yang tiap tahun juga meningkat. Mungkin
saya agak klise kalau bilang sebetulnya da-
lam konteks ini negara seperti apa? Sebe-
tulnya saya tidak mau berbicara apakah ne-
gara hadir atau tidak, terlalu sering dio-
mongin nanti tidak ada maknanya lagi.

Jadi ada data-data semacam ini.

Dalam ruang seperti ini, delapan per-
empuan itu hadir. Sehingga sangat masuk
akal ketika pertanyaan tadi sebelum di-
panggung ini, saya dan Pak Jeffrey bicara,
dalam bahasa saya, ini anugerah atau mu-
sibah? Anugerah dalam artian saatnya per-
empuan memimpin. Atau musibah seperti
Ibu Susi misalnya. Ibu Susi sudah ada da-
lam lingkungan orang tertentu yang mulai
mencemooh, mulai terasa terancam, mulai
merasa gebrakan-gebrakannya itu adalah

25



Jumlah untuk hari ini
menurut saya adalah
fakta penting.
Delapan perempuan
masuk ke dalam
kabinet dengan cara
apapun, gerakan
perempuan harus
support mereka.

kontraproduktif dengan apa yang dilakukan mereka saat ini.
Bagaimana kita membantu kawan-kawan di sana? Seperti lbu
Susi itu kan dia mendekonstruksi hal-hal yang ditabukan ban-
yak orang. Dia bertato, merokok, kawin cerai. Waktu itu saya
pernah menulis di salah satu media sosial, tiba-tiba saya kok
ingin menjadi perokok, bertato, untuk menemani lbu Susi. Itu
maksudnya adalah bentuk pemihakkan saya terhadap beliau.
Walaupun saya tidak merokok dan tidak bertato. Tapi itu
karena saking jengkelnya betapa kita sangat menghargai hal-
hal yang artifisial dan kerja itu kemudian menjadi sesuatu yang
tidak begitu menarik ketimbang penampilan seseorang.

Kalau kita melihat dari kedelapan menteri ini, pasti pertanyaan
kita yang sadar betul bahwa jumlah ini harusnya tidak seke-
dar jumlah. Tapi kemudian kita ingin mempertanyakan bagai-
mana sih perspektif dari kedelapan perempuan yang ada di
kabinet ini? Yang mana kita harus bergembira karena menca-
pai 24%. Baru kali ini terjadi di Indonesia dan di media Austra-
lia pernah menjadi headline karena dia hanya memiliki satu
menteri. Ada bentuk-bentuk penghargaan dari dunia luar
bahwa jumlah itu sangat penting. Kemudian kita pertanyakan
juga seperti apa keberpihakan mereka kepada perempuan?
Jumlah untuk hari ini menurut saya adalah fakta penting. Dela-
pan perempuan masuk ke dalam kabinet dengan cara
apapun, gerakan perempuan harus support mereka. Masuk ke
dalam kabinet adalah masuk ke dalam ruang yang sangat
maskulin. Kita lihat saja kementerian kelautan dan perikanan.
Bu Meutia mungkin sudah sangat paham ya. Itu adalah ruang
yang sudah terlalu lama diisi oleh laki-laki. Kerja-kerja di da-
lamnya sangat maskulin sekali. Selain itu juga ada kemente-
rian BUMN yang terlalu lama didominasi oleh laki-laki. Yang
tidak fair adalah ketika perempuan masuk dan berhasil menda-
patkan posisi strategis, pertanyaannya adalah mampu atau ti-
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dak? Tetapi laki-laki tidak pernah ditan-
yakan itu seakan-akan memang sah, itu
memang rumahnya sedangkan kita hanya-
lah tamu. Menurut saya Setelah kita bicara
jumlah, inilah saatnya kita bantu mereka
dengan bentuk2 penguatan seperti amu-
nisi dengan kekayaan data teman-teman.
Kedelapan perempuan di dalam kabinet
ini, terlepas dari bagaimana persepktifnya,
di dalam mereka tetap mendapatkan teka-
nan bahkan resistensi yang besar. Bu Susi
yang paling mendapatkan tekanan paling
besar. Mafia tidak hanya ada darat, tapi
juga di laut. Ironisnya mungkin ada keterli-
batan negara juga di sana. Dalam arti ada
purnawirawan di sana yang memiliki
bisnis-bisnis maritimnya. Buat saya
gerakan perempuan baru dimulai ketika de-
lapan perempuan hebat ini masuk di sana.
Kita harus mendukung mereka dengan per-
caya bahwa kepemimpinan perempuan
adalah sama baiknya dengan kepemimpi-
nan laki-laki. Ini hanya sedikit masukan
dari saya. Terima kasih.

CATATAN MODERATOR:

Demikian Mbak Dhani menggabungkan
dua bidang studinya yaitu ketahanan dan
gender. Dimulai dengan budaya kekerasan
yang tampaknya menular. Karena kebetu-
lan di sebelah saya Bu Meutia, tadi ketika
Mbak Dhani cerita Bu Meutia bilang ke

saya itu bukan keinginan para pendiri.
Saya jadi ingat sebuah buku dari Almar-
hum Bung Hatta, Demokrasi Kita. Saya
kira Bung Hatta adalah orang yang sangat
religius. Sayang sekali pertanyaan
masyarakat kita adalah ketika negara ini di-
bangun, basisnya apakah konstitusi atau
agama? SBY mengatakan negara ini diban-
gun oleh konstitusi atau ayat-ayat suci?
Saya kira Bung Hatta telah menentukan
pilihannya, pada konstitusi. Di sisi lain
apakah negara ini akan dibangun dengan
basis komunalisme atau citizenship? Saya
kira Bung Hatta sangat jelas memilih citi-
zenship. Bung Hatta telah memilih Bhin-
neka Tunggal lka. Jadi semakin jelas rezim
pasar dan rezim agama walaupun memiliki
logika yang berbeda, setelah saya meneliti
dengan teman-teman di Oslow, ternyata
dalam banyak kasus mereka saling beker-
jasama untuk memenuhi kepentingannya.
Rezim agama kadang butuh bantuan mo-
dal, rezim pasar butuh legitimasi agama.
Tentu hasilnya sangat diskriminatif teru-
tama pada perempuan. Yang menarik juga
Mbak Dhani berbicara tadi mengenai kuan-
titatif atau disebut sebagai descriptive rep-
resentation. Kita butuh ada jumlah di sana
baik di parlemen maupun di kabinet. Ini ti-
dak cukup, tetapi perlu. Kalau rame-rame
di sana tanpa ada mindset dan perspektif
gender juga tidak menguntungkan.
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Tanya & Jawab e oteusiomtings

deral?”

— Ramli




Saya kecewa sekali
mengenai
pernyataan Wapres,
karena jam kerja PNS
dikurangi dua jam.
Apakah pemerintah
akan melakukan
domestifikasi
terhadap
perempuan?

Saya Yulia Pratiwi, pendiri Rindang Banua, sebuah lembaga

yang bekerja untuk Kalimantan karena di Kalimantan yang ban-
yak sungai, hampir tidak ada jembatan, sedangkan Jakarta
yang banyak jembatan, sungainya hanya sedikit. Saya ingin
membahas tiga hal. Tadi Ibu Meutia menyinggung soal rasa
nyaman pekerja. Mengenai kabinet sekarang saya kecewa
sekali mengenai pernyataan Pak JK, Wapres kita itu, karena
jam kerja PNS dikurangi dua jam. Apakah pemerintah akan
melakukan domestifikasi terhadap perempuan? Yang kedua
mengenai rasa aman kelompok perempuan kaum lansia
seperti saya dan teman-teman difabel. Saya sudah empat ta-
hun kerja di panti jompo di Semarang karena saya sudah tidak
mau urusan domestik. Di sana semua difasilitasi, termasuk
komputer, tetapi ternyata di sana kekerasan banyak terjadi.
Akhirnya sekarang saya menetap di Bintaro. Di sana banyak
yang saya kerjakan seperti menjadi pengurus dewan pembina
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pusat wanita paguyuban. Pada sidang
agung tahun 2004 ada lima belas isu yang
dimnculkan. Kemudian ada dua isu yang
ditindaklanjuti di Jakarta, yaitu isu lingkun-
gan hidup, yang paling dekat dengan kita,
yaitu sampah.

Yang kedua isu tentang buruh, yang paling
dekat dengan kita adalah PRT. Kemudian
saya membuat pendampingan untuk PRT
yang punya momongan. Karena momon-
gan itu masa depan bangsa. Tetapi para
majikan itu tidak merelakan PRT kumpul-
kumpul, menjadi lebih pintar. Mereka resis-
ten karena takut PRT minta naik gaji. Di
Bintaro ada pelatihan asisten rumah
tangga. Si bos dan PRT dilatih hospitality.
Bagaimana agar sopan dan ramah. Ketika
bicara kekerasan pada perempuan, kita
jangan lupa ada kekerasan dari perem-
puan terhadap perempuan. Belakangan ini
bertubi-tubi majikan perempuan melaku-
kan kekerasan terhadap PRTnya. Lalu ba-
gaimana dengan UU PRT yang sudah se-
puluh tahun diperjuangkan? DPR tidak pe-
duli. Tau-tau sudah ada ketok palu UU
MD3. Saya pikir isu perempuan harus men-
jadi roh dari pemerintahan ini. jiwa dari
kabinet ini. Terima kasih.

Cory:

Nama saya Cory. Saya ingin menanggapi

bahwa adanya kuota 30% perempuan se-
benarnya tidak menjamin akan menyelesai-
kan isu-isu perempuan.

Bukan hanya persoalan kuantitas, tetapi
juga persoalan kualitas. Bagaimana jika
kita punya banyak wakil perempuan tetapi
perspektifnya tidak ada? Menurut saya
pendidikan penting untuk menanamkan
perspektif sejak awal. Berbeda dengan
agama yang sedari awal sudah memiliki
perspektif yang salah tentang perempuan.
Misalnya kisah Adam dan Hawa. Kisah itu
mengandung nilai-nilai yang diskriminatif.

Selanjutnya saya kurang sepakat dengan
penggunaan kata ‘pemberdayaan perem-
puan’. Seakan-akan perempuan tidak ber-
daya sehingga harus diberdayakan. Saya
lebih sepakat dengan kata ‘peranan’. Ke-
mudian mengenai kebijakan yang ada
seperti RUU KKG itu sampai sekarang ma-
sih ada perdebatan. Ada pihak yang meno-
lak mentah-mentah dengan alasan takut
jika UU tersebut dapat menghancurkan ke-
luarga. Padahal alasan terjadinya penin-
dasan terhadap perempuan itu salah sa-
tunya peran keluarga. Ketika di domestik
perempuan sudah mengalami penindasan,
di lingkungan kerja atau di ruang publik
perempuan akan terbiasa dengan penin-
dasan. Saya juga merasa isu perempuan
ini bukan hanya isu tingkat atas. Penin-
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dasan itu terjadi di mana-mana Lalu bagai-
mana perjuangan di tingkat bawah? Bagai-
mana kita bisa mengedepankan isu perem-
puan tidak hanya pada tingkat atas?
Seperti ibu rumah tangga, bagaimana agar
mereka paham? Karena persoalan perem-
puan bukan hanya milik kedelapan perem-
puan di kabinet, melainkan masalah kita
bersama.

Ramli:

Selamat siang dan salam sejahtera bagi
kita semua. Saya Ramli dari Maluku. Saya
ingin bertanya kepada ketiga pembicara.
Pertama-tama saya sebenarnya datang
dari pendekatan agama. Dari agama kita
tahu kita tidak boleh mencederai orang,
mencederai wanita. Yang kedua mengenai
perempuan dalam kabinet. Saya sering me-
lihat forum-forum di parlemen, rapat-rapat
komisi. Di sana ada perempuan dan laki-
laki. Sebagian besar laki-laki. Keduanya ti-
dak bisa berbuat apa-apa bagi rakyat, baik
laki-laki maupun perempuan. Menurut
saya kualitas mereka bergantung pada par-
tai. Kita harus kembalikan lagi kepada par-
tai. Laki-laki dan perempuan dalam pemer-
intahan harus memiliki pemahaman bagai-
mana mengambil kebijakan dengan baik
dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang
ketiga saya ingin bertanya, mengapa per-

empuan tidak ada yang menjadi jenderal?
Sekian. Terima kasih.

Asma Nurhaida:

Assalamualaikum. Selamat sore. Nama
saya Asma Nurhaida. Menarik sekali pem-
bicaraan hari ini. Berbicara gender adalah
berbicara persoalan publik, bukan privasi.
Terkait itu ada persoalan kekerasan pada
perempuan dan anak. Menurut saya pada
dasarnya masyarakat masih sedikit paham
mengenai kosa kata gender. Berbicara gen:
der ini seringkali persoalan perempuan
saja, tidak berbicara laki-laki.

Kemudian saya ingin mempertanyakan
apa yang dibahas Pak Jeffrey tentang
minimnya perempuan yang terjun di dunia
bisnis. Menurut saya perempuan minim di
bisnis tingkat tinggi, namun secara keselu-
ruhan kita banyak terjun di bisnis. Misalnya
di dunia otomotif atau kecantikan, perem-
puan ikut menjadi ikon produk-produk ter-
sebut agar penjualan meningkat. Pertan-
yaan saya ini persoalan gender juga atau
seperti apa? Menurut saya dalam hal itu
perempuan terjun ke bisnis juga. Baik, be-
gitu saja. Terima kasih. Wassalam.

Agidia Octavia:

Nama saya Agidia Octavia dari UIN Syarif
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Saya berharap
kabinet ini dapat
memaksimalkan
peranan perempuan
agar tidak lagi
menjadi yang liyan.

Hidayatullah Jakarta. Saya merasa sebagai perempuan saya

berada di dalam kondisi marjinalisasi yang cukup membuat
down. Saya sendiri adalah korban kekerasan domestik di
mana pelaku menggunakan senjata tajam seperti gunting dan
golok untuk mengancam saya. Saya adalah korban pelecehan
seksual. Setiap harinya saya berkegiatan kuliah sampai malam
hari, seringkali jam sepuluh malam saya baru bisa pulang ke
rumah. Sebagai pengguna transportasi publik saya kecewa
sekali dengan pemerintah. Mengapa pemerintah tidak dapat
memberikan jaminan keamanan bertransportasi bagi saya?
Ada kebijakan pemisahan laki-laki dan perempuan di bis dan
kereta. Menurut saya kebijakan itu diskriminatif. Justru mele-
mahkan posisi perempuan itu sendiri. Saya berharap kabinet
ini dapat memaksimalkan peranan perempuan agar tidak lagi
menjadi yang liyan. Bu Meutia, bagaimana caranya memaksi-
malkan kinerja kabinet dalam peranan perempuan? Terutama
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dalam merumuskan kebijakan-kebijakan
pelayanan publik.

Moderator:

Terima kasih kepada para penanya. Ada
hal yang selalu saya katakan di setiap ke-
sempatan, yaitu kesetaraan gender bukan
tentang laki-laki versus perempuan. Itu
penting untuk disadari. Gerakan ini bukan
gerakan anti laki-laki. Kalau seperti itu

saya dan Jeffrey pasti tidak akan ada di
sini. Laki-laki juga korban meskipun perem-
puan lebih banyak. Kerjasama antara ke-
duanya penting dan dibutuhkan. Seperti
apa yang kita lakukan pada hari ini. Ini se-
mua yang menjadi wacana Jurnal Perem-
puan. Selanjutnya tentang utilitas publik.
Saya sering ditanyakan karena saya juga
sering naik kereta. Kita bertanya, katanya
kesetaraan gender, kok ada gerbong
khusus perempuan? Menurut saya selama
negara tidak bisa kasih gerbong yang
aman bagi perempuan, maka itu adalah sa-
lah satu cara, meski itu bukan yang kita
harapkan. Kebijakan itu dimulai karena ban-
yaknya keluhan akan pelecehan dan se-
terusnya. Bukan itu yang kita inginkan.
Yang kita inginkan adalah rasa aman bagi
kita semua untuk naik di gerbong mana
saja. Keberadaan gerbong itu merupakan
upaya mengurangi keluhan. Baik, selanjut-
nya ketiga narasumber di samping saya

akan memberikan tanggapan. Silahkan Bu
Meutia.

Meutia Hatta:

Baik saya mulai dari pertanyaan pertama
saja. Mengenai prinsip, kita kembali ke
prinsip saja. Mengapa pemberdayaan per-
empuan? Karena kita ingin mencapai kese-
taraan dan keadilan gender. Kita sudah
mencapai setara jumlah laki-laki dan per-
empuan, tetapi keduanya harus diberday-
akan. Jika hanya laki-laki yang diberday-
akan maka perempuan ketinggalan dalam
banyak hal. Peringkat kita masih jauh da-
lam hal pemberdayaan perempuan, jauh di
bawah negara-negara ASEAN yang seha-
rusnya kita lebih berjaya. Itu bukti bahwa
pemerintah tidak terlalu serius di masa lalu
untuk memberdayakan perempuan. Sam-
pai sekarang kita masih terus mengupay-
akan peningkatan pemberdayaan perem-
puan walaupun ada hal-hal yang harus
diperjuangkan. Saya lihat ada yang turun,
yang dulu sudah capek-capek diperjuang-
kan sekarang malah seperti itu. Saya kira
kita harus konsisten untuk membangun
perempuan. Perempuan dan laki-laki sama
berkesempatan dan berhak mengisi pem-
bangunan. Jika dia mampu kenapa harus
dihalangi, dikurangi jam kerjanya?
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Perempuan tugasnya banyak, mereka ti-
dak mengeluh, kenapa harus dikurangi jam
kerjanya? Padahal mereka bisa menyelesai-
kan semua urusan-urusannya. Perempuan
bekerja lebih dari 24 jam sehari karena kita
bisa mengerjakan dua hal sekaligus dalam
satu waktu. Kita begitu lentur dan multi-
tasking sehingga jika dikerjakan satu per
satu akan lebih dari 24 jam. Kita bisa meng-
kombinasi dengan cara-cara tertentu atau
dengan bantuan mesin sehingga tidak
perlu dikurangi. Jika memang ada kebutu-
han mengurus anak, sekarang sudah ban-
yak program memberi ASI. ASI diperah di
rumah, ketika ke kantor tetap bisa diberi-
kan. Jika kerjasamanya baik, suami-suami
muda malah mendukung. Saya pernah li-
hat juga di hotel, ibunya sedang sarapan
dan si suami menggendong bayi. Suami ti-
dak malu gendong bayi pakai selendang.
Seperti itu. Jadi kenapa perempuan harus
diatur? Justru seharusnya fokus pada
yang tidak berdaya untuk dibantu. Sering-
kali mereka dibiarkan sehingga menjadi
korban trafficking, penipuan dan sebagai-
nya. Inilah kesalahan di masyarakat dan ini
adalah kesalahan laki-laki dan perempuan.

Organisasi perempuan harus melihat
masalah-masalah apa yang harus diper-
baiki, misalnya seperti yang saya katakan
tadi, perjuangkanlah keamanan dan kenya-
manan untuk mereka pada jam-jam ter-

tentu. Banyak perempuan yang harus pu-
lang larut malam karena studi, bekerja atau
kuliah dan sebagainya. Mereka butuh per-
lindungan dari masyarakat. Pak Ahok seba-
gai gubernur baru misalnya harus diberi-
tahu dengan aparatnya untuk membuat
mekanisme agar Jakarta aman. Saya kira
banyak di belahan bumi ini yang memiliki
masyarakat sangat banyak tapi tetap
aman. Saya rasa kita bisa melakukan hal
yang sama. ltulah pentingnya kesadaran
hak-hak perempuan dalam upaya pember-
dayaan perempuan. Tentu juga perlindun-
gan kepada anak-anak kita, baik perem-
puan maupun laki-laki. Sebagaimana yang
saya sampaikan tadi, perempuan harus
mendapatkan hak-haknya. Sebagai Warga
Negara, di dalam pasal 27 ayat 2, perem-
puan berhak mendapatkan pekerjaan yang
layak bagi kemanusiaan. Artinya pelacur
tidak layak walaupun menghasilkan cukup
banyak. Ada juga pekerjaan yang begitu
mengeksploitasi tenaga perempuan na-
mun upahnya kecil sekali. Saya kira itu ti-
dak boleh terjadi.

Pak Ramli, kenapa perempuan sulit masuk
militer atau naik pangkatnya terhambat?

ltu karena adanya dominasi patriarki. Dulu
saya ketemu dengan para petinggi TNI per-
empuan dan inilah isu yang kita bahas
waktu itu. Saya sampaikan kepada kapolri
perlu ada peningkatan terhadap polwan
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yang lebih dekat dengan masyarakat. Per-
empuan lebih dibutuhkan terutama untuk
kasus-kasus kekerasan seksual yang ditan-
gani oleh kepolisian. Soal ini juga menyang-
kut budaya patriarki yang memang tidak
bisa dihilangkan, tapi dominasinya harus
diatasi. Lalu perempuan dalam kabinet
perlu diberi wawasan. Menteri luar negeri
harus ditunjukkan apa yang sudah dilaku-
kan organisasi-organisasi perempuan di ne-
gara kita dan apa yang dibutuhkan. Kemu-
dian di BUMN juga bukan hanya urusan
laki-laki. Apa yang harus dilakukan? Di
mana perempuan bisa berdaya? Menteri
kementerian hidup, kehutanan dan pesisir
juga. Di dalam kelautan, peran-peran per-
empuan tidak hanya seputar ikan. Mereka
juga bisa mendalami keilmuan di dalam ke-
lautan. Itu juga penting dan perempuan ma-
sih kurang sekali. Perempuan harus me-
masuki bidang-bidang itu. Kita harus men-
dorong dan mendukung agar upaya ini da-
pat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pen-
diri negara kita prinsipnya adalah persa-
tuan. Persatuan hati, bukan persatean,
perkumpulan daging-daging yang tidak
berfungsi, kecuali dimakan. Persatuan hati
harus dihargai, misalnya soal kelompok
agama minoritas, Ahmadiyah. ltu harus di-
anggap sebagai aset negara, bukan ham-
batan. Itu merupakan potensi untuk dikem-
bangkan. Kita perlu menanamkan kebu-
dayaan dalam konteks pola pikir. Bagai-

mana perempuan memiliki peranan dalam
mengembangkan dan melestarikan keari-
fan lokal dan memberdayakan tradisi, ter-
masuk mengatasi dominasi budaya patri-
arki. Semua pihak harus mendorong
menteri KPPPA dan menteri yang lain agar
benar-benar berperan di dalam tugasnya
dalam mengangkat kaum perempuan. Teru-
tama Ibu Susi. Menteri kelautan baru
sekarang perempuan, sebelumnya selalu
ditempati oleh laki-laki. Di sini kita harus
dukung beliau. Bu Susi harus diajak untuk
berjalan di rel yang tepat agar kinerja se-
lama di kabinet bisa menjadi contoh ke de-
pan. Saya kira itu hal yang ingin saya sam-
paikan. Terima kasih.

Moderator:

Saya ada cerita tentang Presiden Chile, Mi-
chelle Bachelet yang dulu pernah ke sini.
Kalau mellihat track recordnya ke belakang
dia itu luar biasa. la adalah seorang dokter
hewan. Ketika dulu pemerintahan
dipegang militer, ayahnya disiksa, dibunuh
dan kemudian dia lari. Pada saat Presiden
Chile, Ricardo Lagos berkuasa, dia men-
gangkat Michelle Bachelet menjadi menteri
pertahanan. Pada saat itu semua mence-
mooh. Tau apa dia? Dokter hewan, aktivis.
Tetapi kemudian dia mendapatkan kehor-
matan dan diapresiasi karena memberi
warna baru dalam kementerian pertaha-
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nan. Ketika menteri pertahanan laki-laki bi-
asanya fokusnya bagaimana memperbarui
tank, pesawat, dan alat perang, Bachelet
ini berbeda. la berfokus pada kesejaht-
eraan prajurit dan bagaimana memberday-
akan istri-istri prajurit, supaya ketika jika
nanti laki-laki gugur, perempuan bisa berta-
han tanpa harus hidup susah, lalu anak-
anaknya juga diberi beasiswa. ltulah pola
yang merwarnai kementerian pertahanan
Chile pada saat itu. Berhubungan tadi den-
gan Bu Meutia mungkin saya menambah-
kan lagi, menteri pertahanan kita nanti
mungkin Mbak Jaleswari ini. Ya, itu hanya
input dari saya. Oke silahkan Jeffrey.

Jeffrey Winters:

Terima kasih semua atas pertanyaan dan
masukannya. Bagus sekali. Mungkin dari-
pada menjawab satu persatu saya akan
mencari kaitan di antara beberapa pertan-
yaan ini. Tadi beberapa kali juga ditan-
yakan posisi perempuan dalam dunia
bisnis yang saya sampaikan, saya rasa be-
gitupun dengan dunia tentara. Dalam hal
ini saya ingin mengatakan, kesetaraan itu
tidak selalu indah. Dalam arti perempuan
harus siap untuk menembak dan ditem-
bak. ltu merupakan bagian dari keseta-
raan. Tetapi mungkin jika perempuan ban-
yak yang menjadi tentara, perlawanan
akan perang menjadi meningkat. Mungkin.

Atau mungkin lelaki tidak senang melihat
anak perempuannya pulang dibawa den-
gan boks dengan peluru di kepala. Jadi
sekali lagi, kesetaraan tidak selalu indah.
Mengenai keluarga, tadi ada yang menye-
but institusi keluarga. Ada dominasi yang
dimulai dari institusi yang sangat funda-
mental ini. Jika kita lihat dari sudut pan-
dang sosiologi, antropologi dan arkeologi,
yang kita tahu adalah bentuk keluarga be-
rubah dalam sejarah manusia. Bentuk
yang kita kenal sekarang sebenarnya
hanya beberapa detik dari sejarah manusia
yang sangat panjang. Perubahan ini pelan-
pelan dalam institusi yang sefundamental
keluarga.

Saya mau kasih contoh kasus menarik dari
Korea Selatan. Negara itu mengalami
transformasi industrialisasi yang sangat ce-
pat, dari negara yang cukup miskin men-
jadi negara yang punya teknologi tinggi
dan GDP yang meningkat secara cepat. Ini
yang memberi dampak juga kepada insti-
tusi keluarga di Korea Selatan. Apa yang
terjadi? Sebelum perempuan memiliki po-
sisi kerja misalnya di pabrik atau di kantor,
seorang wanita 100% bergantung pada
suaminya. Justru ritual pernikahan itu yang
kita lihat dalam sudut pandang antro-
pologi, di Amerika misalnya. Ayah berjalan
bersama perempuan ke altar lalu ia ‘kasih’
perempuan ke suami barunya. Ini meru-
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pakan hand off of property. Perempuan itu
tergantung pada ayahnya, sekarang ia ber-
gantung dengan suaminya. Mengapa tidak
seorang ibu yang mengantarkan anak laki-
lakinya kepada perempuan? Kita harus ber-
tanya. Ini sangat penting sekali. Ini meru-
pakan power relationship. Perempuan ter-
gantung sekali pada lelakinya untuk maka-
nan, pakaian, tempat tinggal bahkan uang
untuk belanja di pasar diberikan oleh
suaminya. Apa yang terjadi jika perempuan
punya gaji sendiri? Rupanya ada dampak
kepada institusi keluarga. Apa yang terjadi
di Korea Selatan? Ternyata rate of divorce
meningkat. Mengapa? Ada survey, laki-laki
dan perempuan ditanya mengapa hal itu
terjadi. Jawabannya sangat berbeda
sekali. Menurut laki-laki hal itu mencer-
minkan break down of tradition posisi per-
empuan di dalam keluarga. Menurut perem-
puan justru mereka baru melihat adanya
pilihan, apakah saya ingin bersama laki-
laki ini atau lepas, karena semenjak punya
gaji, power relationship berubah. Sebelum
ia punya gaji pilihannya hanya satu, yaitu
kembali ke ayahnya. Ada persepsi yang
berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Bagi perempuan ini era baru di mana ada
power position yang berbeda dan ia bisa
memilih.

Indonesia punya transisi yang serupa. Per-
empuan masuk di dalam ekonomi as paid

actor. Itu terjadi dan membawa dampak di
institusi keluarga. Komentar Jusuf Kalla
dari satu sudut sangat lucu, karena kuno.
ltu bukan komentar 21st century di Indone-
sia, itu komentar early 20th century. Kira-
kira 75 tahun yang lalu. Dia tidak paham
apa perubahan institusi keluarga di Indone-
sia, di mana isunya sesungguhnya bukan
bagaimana mengurangi jam kerja PNS per-
empuan, namun isunya adalah laki-laki ti-
dak paham posisi barunya dalam institusi
keluarga. Ini adalah proses belajar laki-laki.
Dia tidak paham bahwa dengan kedua pi-
hak bekerja, pembagian tugas untuk rais-
ing the children berubah. Hanya ada satu
cara untuk kembali: semua perempuan ti-
dak bekerja, tidak punya gaji dan kembali
lagi pada keluarganya. Ada juga yang ingin
perempuan tidak bekerja, kembali ke do-
mestik, tetapi GDP akan merosot karena
perempuan adalah bagian dari produktivi-
tas di Indonesia dan kekayaan di Indone-
sia sebagian di perempuan, sebagian di
laki-laki. Tidak ada pilihan lain, hanya
proses pembelajaran itu agak lambat, teru-
tama di laki-laki dan hal itu dicerminkan
oleh komentar JK yang mudah-mudahan
agar cepat berlalu dan dihilangkan dan di-
lupakan. Jangan sampai dibuat komisi
khusus untuk membahas ini, wasting time.
Yang perlu adalah flexible time untuk per-
empuan dan laki-laki agar semua peker-
jaan di luar kantor dapat dijalani. Mungkin
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konsep akan flexible time tidak hadir di
otak JK. Sayang sekali dia tidak hadir
pada hari ini.

Satu lagi mengenai jaminan. Dengan per-
empuan ada di kabinet, mana ada jami-
nan? Benar. Kadangkala ketika pintu baru
dibuka untuk perempuan, seringkali perem-
puan terpaksa menjadi lebih lelaki dari-
pada lelaki sendiri. Karena memang kon-
teks itu sudah sangat didominasi oleh le-
laki, tetapi saya yakin dengan proses yang
lebih panjang itu akan berakhir juga. Con-
tohnya Megawati Soekarnoputri ketika
menjadi presiden. Apakah dia memper-
juangkan perempuan? Sama sekali tidak.
Menurut dia, dia di situ udah cukup. Lihat
saya, | am a woman. Itu menjadi inspirasi
bagi kalian semua. Jelas tidak cukup. Per-
empuan ambil posisi belum tentu menja-
min. Saya percaya bahwa itu hanya tahap
awal. Dengan delapan menteri perempuan,
ada kesempatan untuk menjadi roh dari
kabinet. Kabinet berikutnya semoga men-
capai angka enam belas.

Kemudian yang terakhir tentang agama. Ini
jelas sangat sensitif. Saya bicara bukan
dari sudut kepercayaan, spiritual dan seba-
gainya. Saya ilmuwan, saya lihat agama
dari social sciences. Saya mau melihat
agama dari sudut ilmu sosiologi, antro-
pologi dan arkeologi. Monoteisme, di

mana dalam spiritual structure lelaki ada di
posisi utama itu sangat baru dalam sejarah
manusia. Ada banyak agama sebelum
monoteisme dan tuhan-tuhan yang bersi-
fat wanita itu banyak. Kita harus bertanya,
mengapa itu terjadi dan mengapa itu bera-
khir? Dari sudut pandang antropologi,
monoteisme dengan dominasi lelaki itu
muncul pada saat manusia tidak pindah-
pindah lokasi lagi dan laki-laki jadi petani
di suatu lokasi, lalu kekuasaan dan per-
anan lelaki meningkat dalam komunitas
dan organisasi itu. Ada proses di mana the
rule of women sebelumnya jauh lebih be-
sar dalam the survival of community. Sur-
vival dalam aspek fertility dan juga mencari
makan sangat penting. Saat itu role of
woman sangat besar dalam konstelasi
spiritual. Begitu strength of the muscle
menjadi jauh lebih penting, membela
tanah, membela posisi, kemudian muncul
agama yang kita kenal sekarang. Jadi ada
kaitan langsung antara perubahan itu den-
gan konsep spiritual kita. Begitu perem-
puan dan laki laki berubah perannya di da-
lam ekonomi pasti ada perubahan di ting-
kat spiritual karena ini adalah moving proc-
ess. Panjang dan tidak berakhir. Ya mung-
kin sampai di situ saja.

Moderator:
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Perubahan adalah sesuatu yang niscaya.
Jangan dihalang-halangi. Ya, baik Dhani,
silahkan.

Jaleswari Pramodhawardani:

Terima kasih untuk pertanyaan yang san-
gat mencerahkan. satu hal yang kita dan
negara pahami adalah target kita sebagai
negara yang plural, yang bhinneka. Den-
gan kebhinnekaan itu seharusnya tidak
ada lagi orang yang dihukum karena beda
dengan mayoritas. Dalam konteks itu ne-
gara harusnya melindungi kelompok minori-
tas, kelompok rentan. Di dalamnya ada
yang berbasis agama, etnis, kawan-kawan
difabel dan sebagainya. Ketika negara
mengintervensi wilayah privat, ia harusnya
dibatasi dengan hal-hal yang berkaitan
dengan ketertiban umum, kekerasan dan
kriminalitas, bukan perihal kepercayaan
atau keyakinan. Negara tidak berhak itu. la
mengharagai kebhinnekaan dan hak warga
sebagai penganut keyakinan yang sudah
puluhan tahun bahkan sejak leluhurnya
ada. Dalam konteks ini, hal ini harus diper-
juangkan oleh kita semua.

Yang kedua dalam ekonomi. Saya setuju
dengan Jeffrey, hasil penelitian saya ten-
tang buruh migran perempuan di Blitar, Tu-
lung Agung, angka perceraian di sana
tinggi, tetapi pembacaannya adalah karena

perempuan meninggalkan rumah, perem-
puan tidak mengurus anak. Perceraian se-
lalu dilihat sebagai akibat dari kesalahan
perempuan. Tidak dilihat bahwa ketika di
luar negeri ada proses sosialisasi pemiki-
ran baru, ada peran ekonomi di dalam ru-
mah tangga mereka. Di sana mereka ter-
buka dengan pemikiran yang selama ini
hanya diyakini bahwa perempuan kerja di
dapur, nurut suami, melayani anak, tanpa
diberitahu bahwa haknya sama dengan
laki-laki. Ketika perempuan bekerja di ne-
gara lain, pikirannya terbuka lebar dan ti-
dak mudah bagi kulturnya untuk mener-
ima. Di satu sisi perempuan dapat pencera-
han, di sisi lain budaya patriarkal tetap
menyalahkan perempuan sebagai penye-
bab kehancuran rumah tangga dan seba-
gainya. Soal tentara, kita tahu bahwa AK-
ABRI tahun 2013 telah membuka pendafta-
ran perempuan. Mungkin telat puluhan ta-
hun dari Amerika ketika tahun 1976 mela-
kukan ini, namun masuknya perempuan ke
militer sebagai ranah yang sangat masku-
lin, aliran Feminisme melihatnya secara ber-
agam. Mungkin yang mengakomodir itu
adalah Feminisme liberal, tetapi

Feminisme radikal mengkritik tentang aspi-
rasi perempuan dalam gugus tugas tempur
yang sangat patriarikal. Feminisme kultural
memandang seharusnya perempuan meng-
gagas anti perang, ia menjadi resolusi kon-
flik. Memang Feminisme tidak satu suara
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dalam hal ini. Perihal berapa jumlah jendral
di militar, di AD setidaknya ada tiga, AL
baru pensiun kemarin ada bintang dua,
yaitu Laksamana Christina. Ada juga Ibu
Rumiyah, Kapolda pertama di Indonesia.
Di AU ada marsekal bintang satu, tetapi se-
muanya adalah perempuan yang bertugas
menjadi staff ahli, bukan unit tempur.
Mereka bekerja di belakang meja. Yang
satu staff ahli hukum kasau, satunya lagi
staff ahli bidang ideologi dan konstitusi ke-
menkopolhukam. Satu lagi staff ahli tingkat
dua kawasan Eropa dan Amerika di kasad.
Padahal tahun 2013 menteri pertahanan
Amerika buka peluang perempuan berada
di garis tempur di Irak dan sebagainya. ltu
menunjukkan masih banyaknya pekerjaan-
pekerjaan baru untuk perempuan di sana.
Sebetulnya yang ingin saya katakan ada-
lah hampir sebagian besar perempuan di
dunia didefinisikan oleh cara pandang laki-
laki. Jadi ketika negara yang direpresentasi-
kan laki-laki menyulitkan perempuan untuk
masuk dunia militer, ketika mereka berha-
sil, mereka ditempatkan di bidang-bidang
yang akrab dengan perempuan seperti lo-
gistik dan sebagainya. Harusnya negara
memberikan kebebasan perempuan untuk
memilih, bukan dipilihkan. Ketika saya diun-
dang menjadi pembicara, pertanyaan adik-
adik perempuan para calon militer adalah,
‘apakah kesempatan saya sama dengan
laki-laki?’ Itu adalah pertanyaan yang san-

gat cerdas dan menohok. Saya rasa ini
adalah satu era di mana kesadaran ten-
tang hak perempuan dan bahwa perem-
puan sama baiknya dengan laki-laki itu ter-
jadi. Anak-anak kita berpikir dibukakan
dan didukung oleh teknologi informasi
yang sangat cepat hari ini dan sangat ber-
beda dengan kita dahulu. Saya setuju
bahwa pendidikan adalah salah satu yang
bisa mengubah mindset terhadap yang
kita bicarakan tadi. Bukan hanya kritik ter-
hadap pendidikan formal kita yang tidak
merespons kebhinnekaan, misalnya buku
pelajaran namanya Budi dan Ani. Kita tahu
di Papua, Sulawesi, Manado tidak ada
nama itu. Lalu ibu di pasar, ayah bekerja.
ltu sosialisasi yang kita percayai sebagai
kebenaran. TV kita, media cetak dan elek-
tronik juga. Kita dikepung oleh sistem pen-
didikan yang sangat patriarkal yang tidak
menerima perbedaan. Ketika menemukan
perbedaan dianggap sebagai sesuatu
yang harus kita lawan. Jika pertanyaannya
adalah bagaimana, saya rasa birokrasi pe-
merintah dalam gender mainstreaming ha-
rus disosialisasikan. Apakah semua ke-
menterian sudah adopsi dengan baik?
Saya katakan tidak. Di LIPI saja yang dia-
kui sebagai kumpulan dari ilmuwan, saya
pikir Ibou Syamsiah Achmad adalah sese-
orang yang tidak kenal lelah mensosialisa-
sikan gagasan-gagasan itu. Ini harus men-
jadi sebuah upaya yang harus dilakukan.
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Ketika kasus
Ahmadiyah, negara
membiarkan ini
terjadi. Ibu GKR Ratu
Hemas ketika melihat
mereka
ditelantarkan,
mengatakan ‘Saya
seorang lbu, tidak
penting bagi saya
mereka dari agama
apa.

Saya setuju juga dengan Ibu Syamsiah, Indonesia berbeda
dengan di Singapura di mana warga lansia masih diberikan
pekerjaan. Berbeda dengan kita. Usia 55, 58, 60 tahun kan ma-
sih sangat produktif. Justru itulah kita berkumpul untuk men-
dialogkan sehingga hal-hal ini didengar oleh negara. Sekian
dari saya, Terima kasih.

Moderator:

Menarik sekali ya. Mungkin saya perlu menekankan persoalan
kebebasan untuk memilih. Seperti yang dikatakan Mbak
Dhani, perempuan di militer selalu dipilihkan. Kemudian kasus
di Korea Selatan, perempuan yang berdaya secara ekonomi
bisa memilin. Mengenai pilihan seringkali salah tanggap. Pili-
han perempuan untuk menjadi ibu rumah tangga maupun un-
tuk berkegiatan aktif secara penuh dalam ekonomi memiliki ni-
lai yang sama. Yang terpenting itu adalah pilihan bebas dia.
Yang kedua dalam negara. Negara ada di dua posisi yang san-
gat tidak menguntungkan. Violent by action. Negara terlibat
dalam bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi. Kekerasan ini ti-
dak hanya fisik, namun juga policy, peraturan dan seterusnya.
Selanjutnya sering kita melihat yang namanya violent by omis-
sion. Ketika kasus Ahmadiyah, negara membiarkan ini terjadi.
Ibu GKR Ratu Hemas ketika melihat mereka ditelantarkan,
mengatakan ‘Saya seorang Ibu, tidak penting bagi saya
mereka dari agama apa. Saya melihat ibu-ibu dan anak-anak
yang terlantar, bahkan dalam kondisi psikologis yang ter-
ganggu, di mana peran negara?’. Dalam konteks ini lalu ne-
gara mengatakan tidak akan masuk soal keyakinan. Namun ini
tentang kekerasan, bukan tentang agama. Seperti itu.

Saya Syamsiah Achmad, sedikit saja komentar saya. Affirma-
tive action dalam arti sebenarnya adalah tindakan khusus se-
mentara di dalam CEDAW disebut temporary special meas-
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Gender studies
harus ditingkatkan di
seluruh pergururan
tinggi, media harus
menyebarkan
hasilnya

ure. Itu sudah ada di Pusat Mahkamah Konstitusi di Indone-

sia, itu adalah konstitusional. Saya sarankan adalah kita mem-
pelajari. Kalau dalam politik itu ada rekomendasi khusus
umum. Komite CEDAW nomor 23 itu khusus, dan nomor 25
untuk semua bidang. Saya sarankan kita semua mempelajari.
Dari semua yang saya dengar tadi tidak ada satupun yang
menyebutkan gender studies. Pertama kita senang Indonesia
sekarang sudah memiliki statistik gender gaps. Itu tidak cu-
kup. Kita harus cari tahu mengapa itu terjadi? Mengapa di
Jawa berbeda dengan Sulawesi dan Kalimantan serta di kota
dan di desa. Yang kedua menutupnya gaps itu ada yang lebih
cepat terputus ada yang tidak. Iltu semuanya based on studies
yang membuktikan why? Jika kita tahu apakah itu merugikan
atau menguntungkan akan lebih mudah untuk policy maker.
Gender studies harus ditingkatkan di seluruh pergururan
tinggi, media harus menyebarkan hasilnya dan hasil itu su-
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paya bisa dipakai oleh policy makers. Saya sarankan untuk kita semua yang ada di sini

dan anda-anda yang ada di perguruan tinggi untuk membuat ini, meningkatkan ini. Tidak
hanya perempuan tetapi juga laki-laki. ltu saja pesan saya. Tanpa kita menghasilkan itu, ek-
sekutif, legislatif, yudikatif tidak akan melihat itu. Sekian. Terima kasih.

Moderator:

Baik, karena waktu yang sudah sore, mari kita akhiri pendidikan publik kali ini. Terima ka-
sih kepada ibu-ibu dan sedikit bapak-bapak, semoga dapat selalu menghadiri acara-acara
Jurnal Perempuan dengan tema yang berbeda. Terima kasih.
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